ABSTRAK

Saksi merupakan orang yang melihat dan mengetahui sendiri terjadinya suatu
peristiwa, kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama untuk menyingkap suatu
kebenaran. Kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksiannya oleh orang
yang menyaksikan suatu peristiwa hukumnya adalah fardhu kifayah. Kesaksian
perempuan bersama laki-laki diterima selagi berkaitan dengan semua kasus yang
berhubungan dengan masalah keuangan dan perdata. Sedangkan dalam kasus pidana
hudud maupun gishash kesaksian perempuan ditolak, namun terdapat perbedaan
pendapat antara Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi mengenai kesaksian
perempuan dalam perkara pidana.

Penulis membatasi masalah pada beberapa aspek yaitu, 1) Untuk mengetahui
pandangan Imam Kasani dan Imam Nawawi mengenai ketentuan saksi perempuan
dalam perkara pidana, 2) Untuk mengetahui metode istinbath yang digunakan, 3)
untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat antara Imam Kasani dan Imam
Nawawi mengenai kesaksian perempuan dalam perkara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), metode
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan
komparatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui
penelusuran berbagai literatur atau referensi baik dari buku maupun media online.
Teknik analisis datanya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian
dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pandangan Imam Al-Kasani tentang
ketentuan saksi perempuan dalam perkara pidana bahwa kesaksian wanita dalam
perkara pidana tidak diterima, karena dalam perkara pidana hudud dan gishash yang
diterima adalah kesaksian laki-laki. Sedangkan pandangan Imam An-Nawawi bahwa
kesaksian perempuan dalam perkara pidana ditolak, namun apabila pelakunya tidak
dikenai sanksi fisik maka kesaksian perempuan diterima dengan ketentuan dua orang
saksi wanita dan seorang laki-laki atau tidak boleh semua saksinya perempuan,
apabila dalam jarimah hudud dan gishash yang berujung pelakunya dikenai sanksi
fisik maka kesaksian wanita ditolak. 2) Imam Kasani dan Imam Nawawi menjadikan
sunnah sebagai penjelas utama terhadap makna Al-Qur’an, meskipun sunnah tersebut
dinilai da’if sebagaimana ungkapan al-Zuhri. 3) Perbandingan pendapat antara
keduanya terletak pada menjadikan dalil Al-Qur'an surah al-Bagarah ayat 282
sebagai hujjah terhadap penerimaan kesaksian wanita dalam perkara mu’amalah
harta, sedangkan dalil yang dipegangi untuk menolak kesaksian wanita dalam perkara
hudiid dan qisas adalah ungkapan al-Zuhri. Di sini tergambar, kalangan Hanafiah
nampaknya menjadikan ungkapan al-Zuhr tersebut sebagai bayan (penjelas) terhadap
surah al-Baqgarah ayat 282. Sedangkan Imam Nawawi tidak menolak secara mutlak
kesaksian perempuan dalam perkara pidana apabila pelaku pidana tidak dikenai
sanksi fisik, dan Imam Nawawi menggunakan ungkapan al-Zuhri sebagai penerimaan
kesaksian perempuan dalam perkara pidana selama pelaku pidana tidak dikenai
sanksi fisik.



